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Abstract

The purpose of this research is to collaborate research conducted by. The Office of Women's
Empowerment, Child Protection Control of Population and Family Planning (DP3AP2KB
Bengkulu City in an effort to improve the Family Planning (KB) program in Bengkulu City. In this
study using collaborative governance theory according to Ansell and Gash (2007: 544), namely
institutional design, Leadership, facilitative, and collaborative processes. Qualitative methods is
aplied to analyze the primary and secondary data. The research finds that the collaborative
governance in efforts to improve, the Family Planning Program in the City of Bengkulu can be
denied as achieved, Implementation of collaborative governance according to Ansell and Gash
(2007: 544), namely: Initial conditions, Institutional design, Leadership, facilitative, and
collaborative processes, however, there is still some discussion regarding facilitative leadership
indicators, on supervision, while for initial conditions indicators there is still an imbalance
between human resources at TLB level. Besides, The quarduphle helix model is formulated to
articulate the urgen elemens of society, professional front-line, interest group, and government in
maintaining deliberative family planning policy. The research contributes to establish the
prelieminary mapping of collaborative governance in practical policy in decentralized municipal.

Key Word : Collaborative Governance, Family Planning Program, Bengkulu City

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkolaborasikan penelitian yang dilakukan oleh PT.
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Kontrol Perlindungan Anak terhadap Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam upaya meningkatkan program Keluarga Berencana
(KB) di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif menurut
Ansell dan Gash (2007: 544 ), yaitu desain kelembagaan, Kepemimpinan, proses fasilitatif, dan
kolahoratif. Metode kualitatif diterapkan untuk menganalisis data primer dan sekunder. Penelitian
ini menemukan bahwa tata kelola kolaboratif dalam upaya untuk meningkatkan, Program
Keluarga Berencana di Kota Bengkulu dapat ditolak seperti yang dicapai, Implementasi tata kelola
kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2007: 544), yaitu: Kondisi awal, desain kelembagaan,
Kepemimpinan, proses fasilitatif, dan kolaboratif, namun, masih ada beberapa diskusi mengenai
indikator kepemimpinan fasilitatif, tentang pengawasan, sementara untuk indikator kondisi awal
masih ada ketidakseimbangan antara sumber daya manusia di tingkat TLB, model helix
quarduphle diformulasikan untuk mengartikulasikan tuntutan masyarakat, garis depan profesional,
kelompok kepentingan, dan pemerintah dalam mempertahankan kebijakan keluarga berencana.
Penelitian ini berkontribusi untuk membangun pemetaan awal tata kelola kolaboratif dalam
kebijakan praktis di kota yang terdesentralisasi

Kata Kunci : Collaborative Governance , Program Keluarga Berencana, Kota Bengkulu
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A. Pendahuluan

Collaborative governance dapat
dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dalam rangka menyelesaikan suatu
masalah publik dengan melakukan
kolaborasi dengan pihak lain yang
terkait dalam proses penyelesaian
masalah tersebut. Dalam kaitannya
dengan Administrasi Publik,
collaborative governance merupakan
salah satu model strategi baru dari
pemerintahan  yang  melibatkan
berbagai stakeholders atau
pemangku  kepentingan  secara
bersamaan di dalam sebuah forum
dengan aparatur pemerintah untuk
membuat keputusan bersama yang
bertujuan untuk menyeselesaikan
masalah yang tidak bisa dihadapi

sendirian  oleh  pemerintah itu
sendiri.”
Berdasarkan Pedoman

Manajemen Pelayanan Program KB
(2014) di Indonesia, ruang lingkup
pelayanan KB meliputi ;
pengorganisasian, perencanaan dan
advokasi, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi pelayanan KB.
Advokasi merupakan proses penting
yang harus dilakukan  untuk
mendapatkan dukungan nyata dari
pejabat daerah terutama
pengalokasian dana untuk Program
KB. Sasaran advokasi adalah
pembuat  kebijakan,  pengambil
keputusan, dan pembuat opini pada
masing-masing wilayah
administrative.  Aktor/ pelaksana
yang memiliki peran kunci dari
pelayanan Program KB adalah
institusi  kesehatan dan  Dinas
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Pemberdayaan
Perlindungan

Perempuan,
Anak Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB).

Program Keluarga Berencana di
Indonesia terkendala beberapa hal
yaitu ; peningkatan kualitas dan
cakupan informasi serta penguatan
keterlibatan masyarakat (Rahma,dkk,
2014 ; Noprijal, 2013), Peningkatan
kualitas dan kuantitas komunikasi
dan disposisi / koordinasi
kelembagaan  (Sudarniasih,  dkk,
2016), dan kurangnya perhatian
terhadap program KB (Surjadi dan
Santi, 2014).

Provinsi Bengkulu merupakan
satu dari beberapa provinsi yang
berada pada tahap awal bonus
demography dengan rasio
ketergantungan 47-50 persen, TFR
2,0-2,5 anak dan AKB diatas rata-
rata nasional 25 per 1000 penduduk.
Dengan demikian kebijakan
penurunan fertilitas harus terus
dilaksanakan dengan target fertilitas
2,1 anak perwanita tahun 2025
(Adisoetomo, 2013). Secara khusus
Provinsi Bengkulu untuk tahun 2018
memiliki tantangan dalam
implementasi Program KB yaitu; 1)
mencapai TFR 2,32 per WUS; 2)
persentase pemakaian CPR sebesar
73,43% ; penurunan angka drop out
KB sebesar 25%; 3) pencapaian
peserta KB aktif MKJP 24,35% ;dan
5) penambahan jumlah peserta KB
sebesar 4,994%.

Penelitian  ilmiah  mengenai
collaborative governance dalam
upaya meningkatkan keberhasilan
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program KB di Kota Bengkulu
memiliki urgensi dengan kebutuhan
informasi  mengenai  struktur/pola
jaringan dukungan kebijakan KB di
Provinsi Kota Bengkulu berdasarkan
realitas sistem yang ada. Informasi
itu sendiri akan dapat diolah menjadi
strategi dan aksi kebijakan advokasi
Program Keluarga Berencana oleh
pengambil keputusan. Untuk
mencapai tujuan tersebut penelitian
yang diusulkan berjudul
collaborative  governance dalam
upaya meningkatkan keberhasilan
program KB di Kota Bengkulu.
B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu deskriptif
kualitatif. Menurut Sugiono dalam
Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam peneliti ini adalah
pendekatan kualitatif dengan metode
pengumpulan data wawancara dan
observasi. Analisis penelitian ini
yaitu lembaga-lembaga dan
stakeholder terkait implementasi
program KB pada level administrasi
Kota dan Provinsi Bengkulu. Lokasi
penelitian yaitu pada Kota Bengkulu.
Lokasi yang diambil untuk melihat
collaborative ~ governance  yang
dilakukan oleh pemerintah Kota
Bengkulu dengan Pemerintah
Provinsi Bengkulu. Pengumpulan
data  melalui FGD yang
direncanakan melibatkan beberapa
lembaga eksekutif dan legislative
seperti; Wali Kota, Bappeda, DPRD
yang membidangi Keluarga
Berencana dan  Kependudukan,
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Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu,
Ketua IBI, dan IDI.

C. Hasil Penelitian dan
Pembahasan
Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini
menggunakan teori collaborative
governance menurut Ansell dan
Gash (2007:544), yaitu : Kondisi
awal, Desain institusional,
Kepemimpinanan fasilitatif  dan
proses kolaboratif.
Kondisi Awal
Kondisi awal kolaborasi

program keluarga berencana di Kota
Bengkulu dapat disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan sumber daya dan
wewenang yang memiliki oleh
masing-masing stakeholders dalam
melaksankan  program  keluarga
berencana (KB) di Kota Bengkulu.
Kolaborasi yang telah berjalan yaitu
dengan beberapa pihak stakeholders
seperti BKKBN Provinsi Bengkulu,
Ketua IBI, dan IDI.

Dalam melaksanakan
program KKBPK dilakukan melalui
tiga level. Level pertama advokasi
dilaksanakan oleh Kepala BKKBN
Perwakilan  Provinsi  Bengkulu,
Kepala DP3AP2KB dan Ketua
Koalisi Kependudukan Provinsi dan
Kota Bengkulu kepada para pejabat
eksekutif dan legislatif dalam rangka
pemahaman program KB dan
dukungan pengalokasian anggaran
untuk  program  Kependudukan,
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK).
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Pada level kedua pelaksanaan
program KB di Kota Bengkulu
dilakukan oleh Kepala DP3AP2KB
beserta jajarannya, koalisi
Kependudukan tingkat Kota dengan
mengadvokasi lembaga mitra seperti;
TNI Manunggal KB Kesehatan, Polri
KB Kesehatan, IBI (pelayanan KB
terpadu), PKKB Kesehatan. Kegiatan
advokasi  lainnya  dilaksanakan
bekerjasama  dengan  Perguruan
Tinggi dengan membentuk pojok
kependudukan, seperti pojok
kependudukan di Universitas Prof.
Dr.  Hazairin, SH  Bengkulu,
membentuk sekolah siaga
kependudukan yang berdiri di SMA
Negeri 5 Kota Bengkulu.

Pada level tiga Program KB
dilaksanakan oleh PLKB/ PKB
berjumlah 37 orang yang tersebar di
8 Kecamatan, 67 Kelurahan,
lembaga atau individu yang di
advokasi adalah Camat, Lurah,
Puskesmas, Koramil, PKK
Kecamatan/Keluarahan. Disamping
itu, PLKB/PKB  melaksanakan
Komunikasi Informasi dan Edukasi
(KIE) kepada kader PPKBD kepada
sub PPKBD serta pos KB. Untuk
pelayanan  kepada  masyarakat,
keluarga, PUS dan calon pengantin
dilakukan juga oleh PLKB/PKB.
Desain Institusional

Desain institusional
kolaborasi program keluarga
berencana (KB) di Kota Bengkulu,
dapat disimpulkan bahwa dalam
melaksanakan kolabroasi Peraturan
Kepala Badan Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
163  Tahun 2016 Pedoman
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Nomenkaltur, Tugas dan Fungsi
Dinas Pengendalian Penduduk dan

KB Di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Kota Bengkulu sebagai

pedoman untuk siapa saja yang berhak
terlibat dalam kolaborasi, untuk
kejelasan SOP dari masing-masing
stakeholders sudah cukup jelas untuk
digunakan dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi dan kegiatan mereka
terkait keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan.

Dukungan Politik lain dari
pihak eksekutif dan legislatif berupa
partisipasi  kegiatan  menghadiri
acara-acara resmi kegiatan
DP3AP2KB seperti Hari Keluarga
Nasional, peresmian Kampung KB,

menghadiri Kegiatan TNI

Manunggal KB Kesehatan dll.

Kepemimpinanan fasilitatif
Kepemimpinan fasilitas

dalam kolaborasi dalam pelaksanaan
program KB di Kota Bengkulu
dilakukan oleh DP3AP2KB Kota
Bengkulu berjalan cukup optimal,
peran stakeholder yang telibat
didasarkan pada tugas pokok dan
fungsi masing-masing stakeholder
dengan melakukan kolaborasi berupa
kegiatan advokasi program KB.
Pengawasan kegiatan
kolaborasi dilakukan oleh masing-
masing stakeholder secara internal
yaitu dari DP3AP2KB Kota
Bengkulu dan dilakukan oleh
BKKBN Provinsi Bengkulu, selain
itu pegawasan juga pengawasan juga
dilakukan oleh masyarakat hanya
saja pegawasan yang dilakukan oleh
masyarakat belum secara optimal
karena tidak semua masyarakat dapat
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teribat langsung dalam kegiatan
advokasi program KB.
Proses Kolaboratif

Proses  kolaboratif
kolaborasi kegiatan
program KB dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan proses
kolaboratif sudah berjalan dengan
baik dengan  dukungan indikator
dialog tatap muka berkaitan dengan
komuniasi  secara  formal dan
informal, saling tukar informasi antar
stakeholder juga. Komunikasi lebih
sering dilakukan secara informal
melalui grup watsapp.

Kepercayaan dan komitmen
dari setiap stakeholders sudah cukup
tinggi, dapat dilihat dari sejarah
kerjasama yang telah dilakukan
sebelumnya mengakibatkan lebih
mudah dalam membangun
kepercayaam dan komitmen mereka
dijalankan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing
dalam melakukan advokasi program
KB Kota bengkulu.

Pemahaman bersama
berkaitan dengan visi-misi yang
menjadi dasar kolaborasi ini sudah
jelas, tujuannya juga jelas, tujuannya
juga jelas untuk mengurangi angka
kelahiran anak dan bonus demografi
di Kota Bengkulu.

pada
advokasi

Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan
terdapat empat elemen  yang

membangun tata kelola Program
Keluarga Berencana di  Kota
Bengkulu. Empat elemen tersebut
yaitu elemen masyarakat (society),
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elemen kelompok professional front-
line, elemen kelompok kepentingan,
dan elemen pemerintahan.

Elemen masyarakat terkait
dengan kelompok target program
keluarga berencana. Elemen ini
dibagi menjadi dua yaitu kelompok
yang dikenai kebijakan untuk
mengubah perilaku dan partisipasi
(Ibu rumah tangga usia produktif,
remaja, laki-laki  dewasa/kepala
rumah tangga). Kemudian kelompok
kedua vyaitu masyarakat yang
menjadi target kebijakan keluarga

berencana karena potensi untuk
mendapat  dukungan  kebijakan
program keluarga berencana.
Kelompok ini terdiri dari tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
dan  figur  masyarakat.  Hasil
penelitian menunjukkan juga bahwa
arena masyarakat terkait partisipasi
program keluarga berencana hanya
berada pada tingkat lokal/Kota
Bengkulu, artinya masyarakat lintas
provinsi atau antar provinsi tidak
terkait dengan implementasi program
KB di Kota Bengkulu.

Elemen Professional Front-
line dalam tata kelola program
keluarga  berencana di  Kota
Bengkulu terdiri atas aktor-aktor
individual yang karena kompetensi
dan profesinya menjadi pemberi
pelayanan publik terkait program
KB. Mereka dapat bekerja secara
mandiri pada layanan kesehatan
swasta atau merupakan tenaga
fungsional yang bekerja pada
lembaga layanan publik. Pada level
lokal, elemen yang diidentifikasi
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terdiri dari individual bidan (UPTD
KLM, Bidan Mandiri), dokter umum
(Mandiri) atau dokter umum pada
UPTD KLM, dan penyuluh lapangan
KB. Pada level provinsi pengelola
program terdiri dari individu dokter
spesialis kebidanan dan kandungan
yang memberikan pelayanan di
fasilitas kesehatan publik maupun
privat.

Elemen kelompok
kepentingan (interest group) terkait
dengan berbagai kelompok (dapat

berbentuk  formal, institusional,
paguyuban, atau forum) yang
memiliki aktivitas berdasarkan misi
kelompok/ institusi dan secara

faktual mempengaruhi proses atau
hasil tata kelola program keluarga

berencana di Kota Bengkulu.
Beberapa unit dari elemen ini
mungkin  mendapatkan  manfaat

ekonomi, politis, atau sosial dari tata
kelola program KB. Dalam arena
lokal kelompok kepentingan yang
terlibat yaitu 1Bl Kota Bengkulu, IDI
Bengkulu, dan beberapa media baru.
Media baru dalam hal ini dapat
terkait dengan kelompok media
sosial yang mengakomodasi opini
dan mengartikulasi informasi
tersebut dalam arena kebijakan
formal dalam tata kelola program KB
(kelompok  whats-app, facebook,
line, dan instagram). Pada arena

provinsi, kelompok kepentingan
terkait dengan peran lembaga
pendidikan terutama; pendidikan

tinggi, media massa, dan kelompok
bisnis farmasi-alat kesehatan.
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Elemen pemerintahan terkait
pelaksanaan  fungsi  pengaturan,
fasilitasi, dan evaluasi tata kelola
program keluarga berencana di Kota
Bengkulu.  Pengaturan  program
keluarga berencana menyangkut tata
laksana  aturan dan proses
manajemen kelembagaan program

keluarga berencana. Fasilitasi
berhubungan dengan proses
penganggaran dan mobilisasi
sumberdaya dalam rangka
implementasi  program  keluarga
berencana. Evaluasi terkait dengan
monitoring, pengukuran  Kinerja,
pengukuran hasil dan dampak
program keluarga berencana.

Arena lokal elemen
pemerintahan terdiri dari institusi

DP3AP2KB Kota Bengkulu, Dinas
Kesehatan Kota Bengkulu,
Pemerintah Kota Bengkulu, dan
DPRD Kota Bangkulu. Arena
Provinsi elemen ini terdiri dari;
BKKBN Perwakilan Provinsi
Bengkulu dan Dinas Kesehatan
Provinsi Bengkulu. Kemudian, pada
arena nasional, beberapa institusi
dalam elemen ini yaitu ; BKKBN
dan Kementerian Kesehatan.

Pembahasan tersebut kemudian
tersusun pada tabel yang disajikan
sebagai berikut :
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Tabel 1. Identifikasi Tata Kelola Program Keluarga Berencana di Kota

Bengkulu
Elemen Arena Actor/Institution Role
Society Lokal |bu Rumah Tangga Kelompok Sasaran Kebijakan
Remaja
Suami/Laki-laki Dewasa
Tokoh Masyarakat
Provinsi
Nasional
Proffesional Front Line |lokal Bidan Pemberi Pelayanan Langsung dengan
Penyuluh Lapangan (3 spesifikasi dan kompetensi personal
Dokter Umum

Provinsi | Dokter Spesialis Kebidanan

Nasional
Interest Group Lokal 18I Kota Bengkulu Kelompok yang mempengaruhi proses dan hasi|
ID! Kota Bengkulu atau mendapatkan manfaat dari tata kelol
Media Baru(Onling| herdasarkan orientasi misi organisasinya
Provinsi  |Universitas /Akademi
Media Massa
Retail Obat dan Alkes
Nasional
Pemerintahan Lokal DP3AP2KB Kota Bengkulu Institusi yang memiliki kapasitas mengatur,
Dings Kesehatan Kota Bengkulu | memfasilitasi, atau mengevaluasi tata kelola
Pemerintah Kota Bengkulu Program kB
DPRD Kota Bangkulu

Provinsi  |BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu
Dinas Kesehatan Provinst Bengkuly
Nasional  (BREBN

Kementerian Kesehatan Al

Sumber : elaborasi data primer 2018
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Berdasarkan identifikasi di atas, yang merupakan pengembangan
keempat elemen tersebut menyusun model triple-helix dalam good
tata kelola kolaboratif dalam governance. Model  kolaboratif

program keluarga berencana di Kota
Bengkulu. Empat elemen tersebut
menyusun model quadruphle helix

quadruphle helix disajikan pada
gambar 1 berikut ini ;

Society[s)

PemerintahanP)
Ketersngan -
| .
- . =Nosionsl

51 = ibu Rumah Tangga

52 = Remaja

53 = Suami/Laki-laki Dewasa

54 = Tokoh masy=rakat

XK1 =18l KK 3 = Media Baru
KKZ=1D1 ¥K & = Universitas/Axademi
KK 7 = Lembaga Religi
P1=DP3AP2KE Kota Bengkulu

P2 = Dinas Kesehatan Kota Bengkulu

PS5 = BKXBN Perwakilan Provinsi Bengkulu
P7 = Dinas Kesehatan Provins: Bengkulu
Sumber : eloborasi dan sinfesis peneliti, 2019

B - reovinsi

PFL 1 = Bidan

PFL2 = Dokter Umom

PFL3=PLKB

PFL 4 = Dokter Spesialis Xedidanan/Xandungan

Gambar 1. MODEL TATA KELOLA KOLABORATIF QUADRUPHLE HELIX DALAM
PROGRAM KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULY

Professional Front Line [PFL)

Kelompok Kepentingan (KK)

- o

KX 5 = Media Massa
KX & =Retadl Obat dan Alkes

P3 = Pemerintah Kota Bengkulu

P2 = DPRD Kota Bangkulu
ps=DP3AP2KE Prov. Bengkulu

P8 =BEKKEN PO =Kementenan Kesehatan
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Model kolaboratif
quadruphle-helix tata kelola progam
KB di Kota Bengkulu menunjukkan
integrasi  antara elemen  yang
membuat tata kelola program KB
terlaksana. Integrasi tersebut tidak
membuat unit-unit menjadi satu
karena pada dasarnya program ini
terlaksana secara campuran. Artinya
terdapat peran yang dilakukan
pemerintah dalam  meningkatkan
partisipasi terhadap program, tetapi
society dan profesional (sebagai
individu) secara mandiri
melaksanakan program ini karena
kesadaran (terliterasi) atau
keterpaksaan ekonomi/kondisi sosial.

Model ini juga mengakui
peran penting professional front-line
dalam mensukseskan program KB.
Professional front-line dalam model
ini dipisahkan dari tata kelola
pemerintah (government). Hal ini
disebabkan elemen ini dapat secara
mandiri beroperasional tanpa
membutuhkan alokasi sumberdaya
dari pemerintah (contoh ; penyedia
pelayanan mandiri). Disamping itu,
praktek tata kelola program KB
sangat bergantung kepada Kinerja
individu front-line dimana pihak
pemerintah dapat merefleksikan tata
kelola program KB dari bagaimana
kelancaran kerja dan penyelesaian
permasalahan dapat dilakukan oleh
para front-line tersebut.

Selain dari dua hal tersebut
diatas, model quadruphle helix ini
memasukan kelompok kepentingan
dari keberagaman kepentingan/ multi
interest seperti ; ekonomi/bisnis
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(farmasi dan alkes, media massa),
sosial, politik dan komunikasi (media

baru), dan pengembangan ilmu
pengetahuan (universitas dan
akademi). Hal ini disebabkan isu

dan orientasi publik yang beragam
sehingga masalah tata kelola
program ini bersifat komprehensif.
Dengan demikian satu komponen
saja tidak akan dapat menggerakan
tata kelola program KB yang multi
perspektif ini.

D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

Pelaksanaan Collaborative
governance dalam upaya
peningkatan program KB di Kota
Bengkulu dapat disimpulkan bahwa
telah dilaksanakan cukup baik,
berdasarkan indikator collaborative
governance menurut Ansell dan
Gash (2007:544), yaitu : Kondisi
awal, Desain institusional,
Kepemimpinanan fasilitatif  dan
proses kolaboratif. Namun masih
terdapat beberapa pelaksanaan pada
indikator kepemimpinan fasilitatif,
mengenai pengawasan. Sedangkan
untuk indikator kondisi awal masih

ada ketidak seimbangan antara
sumberdaya manusia yang ada pada
level TLB. Desain tersebut
menghasilkan  model quardhuple
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